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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMORXTAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024;

1

2,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 355, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 07);

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI TAHUN

(1)
(2)

(3)

(4)

2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karo.

3. Bupati adalah Bupati Karo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenanganya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan
masyarakat.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
Pelayanan Publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi

penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

c. pembentukan kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka
pengembangan inovasi.

BAB III
PENERAPAN INOVASI DAERAH
Pasal 3

Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Petunjuk teknis pelaksanaan program Inovasi Daerah akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV...



(3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(4) Petunjuk teknis pelaksanaan program Inovasi Daerah akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Inovasiyang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan,
dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Diundangkan di Kabanjahe

- ASTERKELIN PURBA
\ 2arin 2 / 20249 e
BERITA/BABRATI KABUPATEN KARO TAHUN ... NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG PENERAPAN INOVASI
DAERAH TAHUN 2024
DAFTAR INOVASI PERANGKAT DAERAH
NO OPD PENGAMPU JUDUL INOVASI
1 | DINAS PENDIDIKAN "OTA KITA SEKOLAH" Gerakan
Percepatan Pengembalian ATS dan DTS
di Kabupaten Karo
2 | DINAS KESEHATAN SIPENTAR (Literasi Penanggulangan
Tuberkulosis)
3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIBAYAK (Sistem Bayar Elektronik)
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN | SIGARA (Sistem Informasi Geospasial
TATA RUANG Aset Infrastruktur Kab. Karo)
DINAS PERUMAHAN DAN
5 | KKAWASAN PERMUKIMAN SERTA | t2 Tl‘i;J (PelaySrinn: Tempas Femmbmra)
PERTANAHAN
6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Oli Manis Pake Data
BADAN PENANGGULANGAN SIBERE MANTAB (Sebar Informasi Berita
BENCANA DAERAH dan Edukasi agar Masyarakat Nyaman
dan Tanggap Bencana)
7 | DINAS SOSIAL SILANCAR 11
8 | DINAS KETENAGAKERJAAN, PEMATRA TERPADU (PELAYANAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MASYARAKAT TRANSPARAN TERPADU)
DAN MENENGAH
9 | DINAS PEMBERDAYAAN PERMAKANI ARE
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB
10 | DINAS KETAHANAN PANGAN MANINDU (MASKULINISASI IKAN NILA
DAN PERIKANAN DENGAN MADU)
i1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SI-URAKI (SISTEM INOVASI
PENGURANGAN SAMPAH ORGANIK)
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN SI_PESUKAH (SISTEM PERMOHONAN
PENCATATAN SIPIL PELAYANAN SECARA ONLINE SURAT
KETERANGAN PINDAH KELUAR)
13 | DINAS PEMBERDAYAAN ALOI (Aplikasi Layanan Optimal dan
MASYARAKAT DAN DESA Interaktif)
14 DINAS PERHUBUNGAN MAL SINGA (Manajemen Arus Lalu
Lintas Pajak Singa)
15 | DINAS KOMUNIKASI DAN KATASADA (Karo Tangguh Satu Data)
INFORMATIKA
16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN | SIGESIT EIKO (Sistem Informasi
PELAYANAN TERPADU SATU Geografis Potensi Investasi Karo )
PINTU
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA
17 | DAN OLAHRAGA SERTA BARCODE DATA WISATAWAN

PARIWISATA




=

18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN MAKARO (Membantu Menata Arsip Karo)
ARSIP -
19 | DINAS PERTANIAN Tegulah Petani (Intensifikasi Penggunaan
Lahan Melalui Teknologi Fertigasi)
20 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PAS TUKUR TERA (Pasar Tertib Ukur
"0 | PERDAGANGAN dan Tera Ulang)
| SiAntusi (Pembentukan Keputusan
2! | SEKRETARIAT DAERAH | Bupati secara Elektronik)
1 SILADENI (Sistemn Informasi Pelaporan |
Data Perekonomian) ]
22 | SEKRETARIAT DPRD E-ASPIRASI-TA |
23 | BADAN PERENCANAAN SIKUIT (Sistem Akuntabilitas Kinerja
PEMBANGUNAN DAERAH, Instansi Pemerintah)
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN J
24 | BADAN KEUANGAN DAN ASET SIP TPP II (Sistem Informasi Pembayaran i
DAERAH Tambahan Penghasilan Pegawai Versi II) |
!
25 | BADAN PENDAPATAN DAERAH Pengembangan Aplikasi PBB P2 Berbasis J
Web “
26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN Aplikasi CUTI
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
27 | INSPEKTORAT DAERAH SIAMAN (Aplikasi Bebas Temuan)
28 | KECAMATAN BARUSJAHE NDIKAR
29 | KECAMATAN BERASTAGI TANDUK (Tertib Administrasi
Kependudukan)
30 | KECAMATAN DOLAT RAYAT SUMPAH BERUANG (SULAP SAMPAH
BERUBAH UANG)
31 [ KECAMATAN JUHAR Lady KaCaHar (Layanan Digital Kantor
Camat Juhar)
32 | KECAMATAN KABANJAHE E-Bajak (Edukasi Bayar Pajak)
33 | KECAMATAN KUTABULUH SIMUDA (SIMOLE LUMBUNG DATA)
34 | KECAMATAN LAU BALENG PENTING LAU BALENG (Penanganan
Stunting di Kecamatan Lau Baleng)
35 | KECAMATAN MARDINDING BELAJAR BERSAMA KANTOR CAMAT
MARDINGDING (RAS KAM)
36 | KECAMATAN MERDEKA GREEN MERDEKA
37 | KECAMATAN MEREK MEREK BISA ( MEREK BERBUDAYA,
INOVATIF, SANTUN, SEJARAH, ADAT
DAN INDAH PARIWISATA)
38 | KECAMATAN MUNTE TARSI (Taman Asri Munte)
39 | KECAMATAN NAMANTERAN PEJUANG APBDes
40 | KECAMATAN PAYUNG PAJAK LABO TAJAK Ver. 2.0 (Pala
AjaknDu)
41 | KECAMATAN SIMPANG EMPAT Camat Ngades
42 | KECAMATAN TIGA BINANGA E - SAPA ( Elektronik Sarana dan
Prasarana)
43 | KECAMATAN TIGANDERKET PR TIGANDERKET




METAMI AWARD

|
44 | KECAMATAN TIGA PANAH TIGAPANAH BERGELORA |
15 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN | ERSINALSAL ( e-Rekomendasi Surat zin i
POLITIK Penelitian) ‘
16 | PUSKEESMAS SIMPANG EMPAT PELATNA DPT3 !
47 | PUSKESMAS PAYUNG ' Sayang calon bunda pada aksi pena ‘
remalri (pendampingan penuntas anemia |
L PR 1+ . | B |
48 | PUSKESMAS TIGANDERKET | CATIN CETAR |
49 | PUSKESMASMUNTE | Warung Peka (Peduli Keschatan Jiwa) |
50 | PUSKESMAS TIGABINANGA YEMA BATIK (GERAKAN REMAJA
- | BASMI JENTIK)
51 | PUSKESMAS JUHAR Permintaan Vaksin Berbasis Google Form |
L (PakBosGo) o |
52 | PUSKESMAS LAU BALENG ASI-KB (AJAK SUAMI IKUT KELAS ;
BALITA) |
53 | PUSKESMAS BARUSJAHE SEPENGOLE (SISTEM PELAYANAN |
INFORMASI OBAT ONLINE) [
54 | PUSKESMAS TIGAPANAH DALAN RAS ATE (Tindak Lanjut Rencana |
Asuhan Via Telepon)
55 | PUSKESMAS MEREK Taubatan Pendhekar (Pemantauan
Pengobatan Penderita Hipertensi dengan
Kartu)
56 | PUSKESMAS MARDINDING SISENDI (Lansia Aktif Produktif dan
Mandiri)
57 | PUSKESMAS MERDEKA ASIEK JALAN, ANAK SEHAT
58 | PUSKESMAS DOLATRAYAT MAMA TB PAPA DM
59 | PUSKESMAS SINGA CETAR DAGU (Cek Tekanan Darah dan

Gula Darah)

60

PUSKESMAS KORPRI

MAS PI 1




